


Mengingat

a. bahwn dalam rangks meninghatian akses pendidikan W _

 bermuty, perly memberikan kesempatan masyarakat melalui :

berbadan hulum untule menyelenggaraksn madrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan,

b. bahwa Raudhatul Athfal schagaimana tercantum dalam keputusan ini
ielah  memenuhl persyarmion | administratif;, teknis  dan I-Itl-l-!u"!m.
sebagaimara mestinys sesuai dengan hasil visitasi dan verifilkasi Tim
Penilni, Surst Rekomendasi Kepaln Kantor Kementerian Agsms
Kabupaten Boger Nomor 4150/KK 10.01/PP.00.1/4 /2020 tanggal 6
April 3020 dan Noia Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidiien
Madrasah Mamor D0O20/NDIPM72020 tanggal 19 Juni 2020 eehinggs
Tayak diberikan izin operasional;

e bahwa berdasarkan periimbanpgan sebapaimana dimaksed dekam borad
a dan huruf b perlu menetapkan Kepurusen Kepals Kantor Wilayah
Kementerian Apama Provinsl Jawa  Barat tentung  Pemberian Izin
Operasional Rapdhatil Athfal Al-Amin Kabupaten Bogor

L. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Maslopal {Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahin 3003 Nomor T8,
T.Iml:!uhn.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43001,

2. Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
jCembaran. Negara Fepublie Indonesia Tabun- 2005 Nomor: 157,

Tambahan Lepmibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Talun 2005 tenthng Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembiran Negamm Republik Indonesia Nomor A0
sehapaimana telah beberapa kali diubah terakhic dengan Peroturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus' Ates
Peraturan Pemerintzh Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidiksn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 teniang Wajib
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Menengals am,rmﬂmnh Aliyah;

10, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 lentang
Standar Peloyanan Minimal Pendidikan di  Kabupaten/Kota
sebagnimana telah digbah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayuan Namor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomer 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomar 464;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar lsl Pendidikan Agama [slam dan
Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomoar 11

12, Peraturan Menteri Agama Momor 2 Tahun 2012 tentang Pengawss
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita
Negara Kepublik Indonesia Tahun 2012 Nemor 206) schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahuin 2013 fentang
Perubalan Atas Peraturen Menterd Apsma Momaor 2 Tehun 2002 tentang

Pengawas. Madrasah  dian Pengswss Pendidikan Agams  Islam  pada
Zekeolah [Beriia Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 624

13 Peraturan Menterd Aggims Nomor 13 Tehun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansl Vertikal Kementenan Agama [Berita Negara Republik
Indasesis Tahon 2012 Momor 8517,

14 Peraturan Menteri Agama  Nomor 90 Tahun 2013 tentsng
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1382 sebagaimann tolah beberapa kali  dinbah
ternkhir dengan Peraturan  Mester] Agama Nomor 66 Tahun 2016
peoteng Perubahan Eedua Atas Peratursn Menteri Agamn Nomor S0
Tahun 2013 tentang Penyelengegorann  Pendidikan Madrasah [Berita
Negara Republilk Indonesia Tahun 2016 Nomor 2100);

15, Peraturan Menterl Aguimo Nomaorp 42 Toabhun 2016 wentang Orgartisas) dan

Tatn Ketja Kementerian Agama (Beritn Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1495);










